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 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

efektivitas pengelolaan anggaran pada DPRD 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus pada kinerja 

realisasi terhadap target anggaran. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data melalui dokumentasi 

Laporan Realisasi Anggaran dan wawancara. 

Analisis dilakukan menggunakan rasio efektivitas 

pendapatan dan belanja serta evaluasi kondisi surplus 

atau defisit anggaran untuk menilai capaian target 

dan kinerja fiskal lembaga. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan berada 

pada kategori sangat efektif pada satu periode dan 

efektif pada periode berikutnya. Efektivitas belanja 

pada kedua periode juga berada dalam kategori 

efektif. Selain itu, terjadi penurunan defisit anggaran 

yang mencerminkan peningkatan disiplin fiskal, 

pengendalian belanja yang lebih baik, serta 

perencanaan anggaran yang semakin realistis. Secara 

keseluruhan, pengelolaan anggaran pada DPRD 

Provinsi Sulawesi Selatan tergolong efektif, yang 

menunjukkan kemampuan lembaga dalam mengelola 

sumber daya keuangan secara akuntabel, efisien, dan 

adaptif terhadap kebutuhan kelembagaan. Penelitian 

ini merekomendasikan penguatan perencanaan 

berbasis kinerja, optimalisasi aset produktif, serta 

peningkatan koordinasi internal guna meningkatkan 

kualitas tata kelola keuangan daerah di masa 

mendatang. 
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PENDAHULUAN 
Efektivitas pengelolaan anggaran daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam merealisasikan anggaran sesuai perencanaan serta mencapai tujuan pembangunan yang telah 

ditetapkan. Efektivitas ini umumnya diukur melalui perbandingan antara realisasi anggaran dan 

target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana capaian yang tinggi 

menunjukkan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan. Dewi, Haryono, & Rusliyawati 

(2025) menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah berkontribusi positif terhadap 

peningkatan kinerja keuangan, meskipun kualitas belanja masih perlu dioptimalkan agar anggaran 

benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.  
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Pencapaian efektivitas tersebut tidak terlepas dari dukungan sistem pengelolaan keuangan 

yang memadai. Kualitas sistem informasi keuangan daerah berperan penting dalam memastikan 

ketepatan perencanaan, keterpaduan data, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

anggaran. Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dirancang untuk memperkuat 

tata kelola keuangan secara terintegrasi, namun Septiani dan Septiani & Isnawaty (2024) 

menunjukkan bahwa meskipun SIPD mampu meningkatkan ketertiban administrasi dan efisiensi 

pengelolaan keuangan, efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan 

kendala teknis sistem.  

Efektivitas pengelolaan anggaran juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dalam 

kerangka good governance. Pengelolaan anggaran yang efektif mendorong tersusunnya laporan 

keuangan yang andal dan transparan. Suhendro (2024) membuktikan bahwa efektivitas dan 

efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan 

keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

kinerja pemerintah.  

Dalam konteks kelembagaan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki 

peran strategis dalam menentukan efektivitas pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, 

pembahasan, pengesahan APBD, hingga pengawasan pelaksanaannya (Ningrum & Soemitra, 

2023). Peran ini menempatkan DPRD sebagai aktor kunci dalam menentukan arah dan kualitas 

penggunaan anggaran daerah. Namun, praktik pengelolaan anggaran oleh DPRD dalam beberapa 

kasus menimbulkan ketidakpuasan publik. Aksi demonstrasi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 

pada September 2023 menyoroti rendahnya serapan APBD dan tuntutan transparansi penggunaan 

anggaran yang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya dinilai secara 

administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

legislatif (Detik.com, 2023).  

Realitas tersebut tercermin dalam kinerja fiskal Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan 

Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Bank Indonesia menunjukkan bahwa realisasi 

pendapatan daerah hingga triwulan III tahun 2023 baru mencapai Rp6,25 triliun atau 61,71% dari 

pagu anggaran, dan meningkat menjadi sekitar Rp7,16 triliun atau 71,47% pada periode yang sama 

tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kapasitas pemerintah daerah dalam 

menghimpun pendapatan, meskipun tantangan struktural dalam perencanaan dan pelaksanaan 

anggaran masih memengaruhi efektivitas penyerapan belanja dan capaian program pembangunan 

(Bank Indonesia, 2024). 

Sejumlah penelitian sebelumnya mengungkap bahwa efektivitas pengelolaan anggaran di 

lembaga legislatif daerah masih menghadapi berbagai kendala. Sudharma, Rustanti, & Antara 

(2022) menemukan fluktuasi efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi 

Bali, sementara Onsu, Ruhupatty & Lambajang (2024) menyoroti keterbatasan alokasi dan 

distribusi anggaran yang tidak merata di Sekretariat DPRD Minahasa Tenggara. Selain itu, Putra, 

Suharnoko & Salsabila (2024) menegaskan bahwa digitalisasi penganggaran belum cukup 

meningkatkan efektivitas tanpa diimbangi peningkatan kapasitas aparatur, integrasi data, 

partisipasi publik, dan minimnya intervensi kepentingan politik.  

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas 

pengelolaan anggaran di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara lebih mendalam melalui 

pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian diharapkan dapat mengungkap praktik pengelolaan 

anggaran secara komprehensif, sejauh mana anggaran dimanfaatkan untuk kebutuhan publik, serta 

bagaimana efektivitas tercermin dalam akuntabilitas dan kinerja kelembagaan DPRD. Hasil 

penelitian diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pengelolaan anggaran 



1897 
J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah 

Vol.5, No.3, April 2026 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ISSN : 2828-5271 (online) 

 

sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk memperkuat tata kelola 

keuangan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong optimalisasi peran 

DPRD dalam mendukung pembangunan daerah. 

 

LANDASAN TEORI 

Anggaran Pemerintah  

Menurut Sujarweni (2023) anggaran sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban 

dari manajemen organisasi untuk memberikan informasi mengenai seluruh aktivitas atau kegiatan 

organisasi kepada pihak pemilik organisasi, terkait pengelolaan dana publik dan pelaksanaan 

rencana program yang dibiayai dengan uang publik.  

Pada konteks pemerintah, anggaran dibagi menjadi dua, yaitu Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut 

Mahmudi (2016) pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer 

dan lain- lain pendapatan yang sah. Sedangkan Menurut Hartoto (2025) pos belanja 

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: Belanja operasi, Belanja Modal, Belanja tak terduga. 

A. Laporan Realisasi Anggaran  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (2010), menjelaskan bahwa LRA berperan sebagai sarana transparansi dan 

akuntabilitas dengan cara menyajikan perbandingan antara rencana anggaran dan realisasinya.  

Dengan adanya pelaporan ini, pengelolaan keuangan negara maupun daerah dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya, kewajiban penyusunan LRA juga tercantum 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (2019) khususnya pada pasal 191-192. Aturan tersebut menegaskan bahwa 

pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan, dan salah satu komponen utama di 

dalamnya adalah Laporan Realisasi Anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan APBD.  

 

Efektivitas Pengelolaan Anggaran  

Menurut Mardiasmo (2018) efektivitas ialah pencapaian hasil program dengan target yang 

ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. 

Efektivitas anggaran merujuk pada sejauh mana dana yang telah dialokasikan mampu mencapai 

tujuan atau target yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2016) rasio efektivitas dihitung 

dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang (dianggarkan). 

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

 

Rasio EFektivitas Pendapatan  

Efektivitas Pendapatan =
Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan
𝑋100% 

 

Rasio Efektivitas Belanja 

Efektivitas Belanja =
Realisasi Belanja

Anggaran Belanja Daerah
𝑋100 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian deskriptif kuanlitatif. Penelitian 

deskriptif sebagai metode penelitian yang dilakukan guna mengetahui keberadaan variabel 

mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri 

dan mencari hubungan dengan variabel lain. Dalam tahapan penelitian ini, penulis menggunakan 

jenis penelitian deskriptif sebab penelitian hanya menggunakan satu variabel, yaitu Efektivitas 

Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tanpa adanya melakukan 

perbandingan atau mencari hubungan sebab akibat dengan variabel yang lain. Metode penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang meliputi data realisasi pengelolaan anggaran Sekretariat 

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui 

dokumentasi & Wawancara, yang dimana merujuk pada pencarian data realisasi anggaran 

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023-2024 melalui arsip dan dokumen 

pendukung dari beberapa Sub Bagian lainnya pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi 

Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

pengukuran rasio efektivitas dengan menggunakan teori dari (Mahmudi, 2016)sebagai berikut: 

Efektivitas Pendapatan =
Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan
𝑋100% 

Penetapan tingkat evektivitas anggaran belanja mengacu pada kriteri Penilaian dan kinerja 

keuangan secara umum , yaitu: 

 

Tabel 1. Kriteria Efektivitas 
Rasio Efektivitas Kriteria 

>100% Sangat efektif 

100% Efektif 

90-99% Cukup efektif 

75-89% Kurang efektif 

<75% Tidak Efektif 

Sumber: Mahmudi (2016) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil  

Efektivitas Efektivitas anggaran merujuk pada sejauh mana dana yang telah dialokasikan 

mampu mencapai tujuan atu target yang telah ditetapkan. Suatu anggaran dianggap efektif jika 

realisasi pengeluarannya mampu menghasilkan outcome yang sesuai atau bahkan melebihi 

perencanaan (Baharuddin, 2021). 

Rasio Efektivitas Pendapatan  

Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan lembaga dalam merealisasikan 

pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan 

rumus sebagai berikut: 

Efektivitas Pendapatan =
Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan
𝑋100% 

 

Tabel 2. Laporan Realisaso Anggaran Pendapatan Tahun 2023-2024 
Tahun Anggaran Pendapatan (Rp) Realisasi Pendapatan (Rp) Rasio Efektivitas (%) Kriteria 

2023 178.977.500 272.664.250 152,33 Sangat Efektif 

2024 193.340.000 178.911.954 92,53 Cukup Efektif 

Sumber: Data diolah (2025) 
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Berdasarkan tabel 2 tingkat efektivitas pendapatan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi 

Selatan pada tahun 2023 mencapai 152,33%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 92,53%. Capaian 

tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 pendapatan berada dalam kategori sangat efektif, 

sementara pada tahun 2024 termasuk dalam kategori cukup efektif. 

 

Rasio Efektivitas Belanja  

Rasio efektivitas belanja digunakan untuk mengukur sejauh mana anggaran yang telah 

direncanakan dapat terealisasi dalam pelaksanaannya. Menurut Mahmudi (2016), efektivitas 

belanja dihitung dengan membandingkan antara realisasi belanja dan target anggaran belanja, 

sebagaimana rumus berikut:  

Efektivitas Belanja =
Realisasi Belanja

Anggaran Belanja Daerah
𝑋100 

 

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023-2024 
Tahun Target Belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp) Rasio Efektivitas (%) Kriteria 

2023 332.481.809.450 317.190.589.632 95,39 Cukup Efektif 

2024 276.339.596.860 256.492.711.197 92,82 Cukup Efektif 

Sumber: Data diolah (2025) 

 

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan tingkat efektivitas belanja Sekretariat DPRD Provinsi 

Sulawesi Selatan pada tahun 2023 sebesar 95,39%, dan pada tahun 2024 sebesar 92,82%. 

Berdasarkan kriteria efektivitas kedua capaian tersebut termasuk dalam kategori cukup efektif. 

 

Pembahasan Penelitan 

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan anggaran, efektivitas tercermin dari kemampuan 

organisasi merealisasikan rencana keuangan sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan 

sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Semakin tinggi tingkat ketercapaian realisasi terhadap 

target anggaran, semakin efektif pula kinerja organisasi dalam mengelola sumber daya yang 

dimiliki. Konsep ini sejalan dengan pandangan (Mahmudi, 2016) yang menekankan bahwa 

efektivitas berhubungan erat dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 

benar-benar dicapai. 

Hasil analisis efektivitas pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan 

pola yang beragam sepanjang tahun 2023–2024. Efektivitas pendapatan pada 2023 mencapai 

152,33% dan berada dalam kategori sangat efektif, dipengaruhi adanya tambahan pendapatan dari 

denda keterlambatan serta realisasi tahun sebelumnya. Kondisinya berbeda pada tahun 2024, ketika 

efektivitas turun menjadi 92,53% akibat berkurangnya aktivitas pendukung PAD seperti 

penyewaan fasilitas, kegiatan turnamen, serta penurunan frekuensi rapat dan kunjungan kerja. 

Efektivitas belanja juga berada pada kategori cukup efektif dengan nilai 95,39% pada 2023 dan 

92,82% pada 2024, yang dipengaruhi penyesuaian kegiatan pascaperubahan anggota dewan serta 

efisiensi harga satuan yang lebih rendah dari perkiraan. Peneliti oleh Baharuddin (2021); 

Sudharma, dkk (2022) mendukung hasil ini dengan menyatakan bahwa efektivitas dalam kisaran 

90–100% menunjukkan pelaksanaan program yang optimal meskipun tidak terserap penuh.  

Pengelolaan anggaran tidak dapat dilepaskan dari potensi terjadinya ketidakefektifan. 

Kondisi ini juga ditemukan pada penelitian lain, misalnya penelitian oleh Nurhumaerah, dkk (2023) 

yang menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga dari 

kontribusi kegiatan terhadap peningkatan pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi. 
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Dalam konteks Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, efektivitas belanja yang berada pada 

kisaran 92–95% menggambarkan bahwa kegiatan seperti reses, penyusunan produk hukum, 

koordinasi antarbagian, serta dukungan administratif terhadap fungsi legislasi dan pengawasan 

tetap berjalan dengan baik dan memberikan outcome yang relevan bagi peningkatan akuntabilitas 

publik.  

Efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga 

dipengaruhi dinamika internal kelembagaan. Perubahan komposisi anggota dewan menyebabkan 

penyesuaian program, namun koordinasi yang baik antarunit memungkinkan seluruh kegiatan tetap 

terlaksana secara optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Mutmainna & Iqbal (2017) yang 

menekankan pentingnya kompetensi aparatur dan kejelasan dokumen perencanaan dalam menjaga 

efektivitas pelaksanaan anggaran. Peningkatan efektivitas ke depan dapat diwujudkan melalui 

penguatan kapasitas SDM, optimalisasi aset produktif seperti lapangan golf dan kantin, 

pemanfaatan teknologi informasi yang lebih komprehensif, serta penerapan pengawasan anggaran 

yang adaptif sehingga Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat bergerak dari kategori 

cukup efektif menuju sangat efektif. 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap LRA Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 

tahun 2023–2024, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran berada pada kategori 

baik meskipun mengalami dinamika pada kedua tahun tersebut. Tingkat efektivitas pendapatan 

mencapai rata-rata 122,43%, dengan capaian sangat tinggi pada 2023 karena adanya penerimaan 

tambahan, namun menurun pada 2024 akibat berkurangnya aktivitas unit pendukung pendapatan. 

Efektivitas belanja juga berada pada kategori cukup efektif dengan rata-rata 94,10%, meski terjadi 

penurunan karena penyusutan kegiatan reses dan selisih antara perencanaan serta harga pasar. 

Kendati demikian, seluruh kegiatan kelembagaan tetap berjalan sesuai peran DPRD, termasuk 

fungsi legislasi, pengawasan, dan pelaksanaan reses, sehingga outcome program secara umum 

masih dapat dicapai dengan baik. 
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